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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dewasa ini perkembangan industri perbankan di Indonesia menunjukan arah

yang makin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat

perkembangan pereke epat dengan tantanga

yang semakin komple jakan di sektor perbankan

dilakukan secara bert; isi perekonomian saat

itu sehingga diharapkan : 2mpBikukuh perekonomian
nasional.*

Dengan semaki am suatu masyarakat,
pembangunan ekonor 1% .»- pula. Pembangunan
nasional ini pada dasar Tlasyarakat Indonesia yang

sejahtera, adil, dan makmur berdasarka negara yaitu Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pembangunan nasional ini hendaknya
diiringi dengan pertumbuhan perekonomian nasional yang diharapkann dapat turut

menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional.

! |katan Bankir Indonesia (IBI) dan Ikatan Auditor Intern Bank, Memahami Audit Intern Bank,
PT Gramedia Pustaka Utama, 2014, him. 3.



Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang
senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegritas dengan tantangan yang
semakin komplek serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian
kebijakan di bidang ekonomi termasuk perbankan.? Perbankan Indonesia dalam
melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi, fungsi utamanya adalah sebagai
penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan

pembangunan nasional dalam_rangka ptgkatkan pemerataan, pertumbuhan

ekonomi, dan stabilita

Menurut Pasal
Perubahan atas Unda
Badan Usaha yang pentuk simpanan dan
menyalurkan kepada dalam bentuk-bentuk
lainnya dalam rangkal
maupun bank umu
merupakan lembaga ke ' J-enad | _‘erusahaan, badan-badan
pemerintahan dan swasta, m;upun perora r enyimhan dana-dananya.

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan
perekonomian suatu Negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan

dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu,

saat ini dan masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan,

2 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2000, him. 525
* Ibid, him 3



jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik
social atau perusahaan.

Jadi dapat disimpulkan fungsi perbankan dalam menyalurkan dana masyarakat
merupakan ini dari perekomomian sebuah negara. Perbankan dalam hal ini bank,
mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana dari
masyarakat dan menyalurkan secara efektif dan efisen pada sektor-sektor riil untuk

menggerakan pembangunan dan_stalbHite eke ian sebuah negara.* Selain itu,

bank juga memberika inya. Dengan dimikian

ada dua peranan p itu sebagai lembaga
penyimpanan dana mas @l dana bagi masyarakat
dan atau dunia usaha.

Bank mempun tur dalam Pasal 6 dan
Pasal 7 Undang-Unda an jo Undang-Undang
Nomor 10 tahun 1998 4 Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, yait.q\um

1. Menghimpun dana dari masyaraka pentuk simpanan berupa giro, deposito
berjangka, deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu;

2. Memberikan kredit

* Syamsu Iskandar, Bank dan LembaganKeuangan Lain, PT. Asa Semesta Bersama, Jakarta,
2008, him 5.



3. Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
Bank dengan fungsinya yang antara lain sebagai perantara pihak-pihak yang
mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan
dan memerlukan dana (lack of funds), serta juga melayani kebutuhan pembiayaan

serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian

mengandalkan keper€ayaan| Tnasyarakar. 3 A ekalkan kepercayaan
kepada masyarakat tegia ! i .' elindingi masyarakat
dari tindakan lembagz .
dan merusak sendi kepé

Perbankan me

dana dari masyarakat®gk ’—/-' en pada sektor-sektor

riil untuk menggeraki lhomian suatu negara.
dikenal dengan istilah funding yaitu pulkan atau mencari dana dengan cara
membeli dari masyarakat luas dan aktifitas perbankan, yang kedua memberi pinjaman
ke masyarakat atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit atau lending.

Di Indonesia faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat

kesadaran masyarakat akan haknya masih rendah sehingga perlindungan konsumen

® Muhammad Djumhana, Op.cit, him. 337.
® Lukman Santoso AZ, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Pustaka Yustisia,
Yogyakarta, 2011, him. 13



merupakan salah satu topik yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan sejak akhir
tahun 1990-an, hal ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen tersebut diterapkan konsep dasar perlindungan konsumen
yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, keamanan dan
keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Di bidang perbankan, istilah uen._pada perlindungan konsumen

diistilahkan dengan nasg etéhtuan Undang-Undang

No. 10 Tahun 1998 .: g No 7 Tahun 1992
tentang Perbankan te pada bank umum atau
nasabah adalah pihé Béntuk pelayanan jasa
perbankan yang sesué g-Undang Perbankan
antara lain : Penghi k piutang (factoring),

kartu kredit dan wali ip syariah, pernyataan

Undang tersebut dapat dijumpai dalam perjanjian dibidang perbankan ini, yaitu
pelaku usaha adalah bank, perlindungan hukum konsumen adalah bentuk
perlindungan kepada nasabah, klausula baku adalah ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam formulir-formulir, perjanjian kredit dan dokumen lainnya yang

dikeluarkan oleh bank dalam kegiatan operasinya.



Salah satu fasilitas bank yang banyak dipergunakan para nasabah adalah
tabungan deposito. Ada berbagai alasan mengapa masyarakat memilih
mendepositokan uang dibank dibandingkan misalnya memakai uang tersebut untuk
membeli saham, valuta asing, membuka usaha dan lain sebagainya.

1. Deposito dianggap sebagai tempat menyimpan uang dengan tungkat keamanan
yang tinggi dan perolehan pendapatan dalam bentuk suku bunga yang jelas

diterima setiap waktunya.

2. Penabung deposi erintah, terutama jika

bank tersebut tergdf )@Penjamin Simpan).’

Deposito (time bagi nasabah untuk

melakukan investasi ilik deposito disebut
atas depositnya. Bagi
bank, bunga yang dibsie! flh bunga yang tertinggi,

jika dibandingkan de ¢ ataus hingga deposito oleh

Pengertian Deposito menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah
simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan
perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Penarikan hanya dapat dilakukan pada

waktu tertentu maksudnya adalah jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk

" Irham Fahmi, Menajemen Perbankan Konvensional dan Syariah, Mitra Wacana Media, 2015,
him. 58



jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairakn setelah jangka waktu
tersebut berakhir dan sering tanggal jatuh tempo.®

Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang
yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang
relatif panjang dan frekuensi penarikan juga jarang. Dengan demikian, bank dapat
dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan

penyaluaran kredit.®

Pada saat seora nanya di bank dalam

bentuk time deposit (@€ sisi keuntungan dan
kenyamanan, teruta i tempat lain seperti
membeli saham. Kod babkan tingkat resiko
memiliki posisi terse I < . aka " T penuh dengan kondisi
yang berfluktuasi, de « yang diharapkan tidak
tercapai atau actual an terlalu jauh maka
Berdasarkan hal tersebut kita dapa perikan suatu garis penegasan dalam
konteks manajemen resiko, yaitu :
a. Pada saat suku Bunga mengalami kenaikan dan harga saham dipasar
(marketprice) mengalami penurunan, maka invertor akan cenderung

memindahkan dananya dari saham ke deposito (time deposit)

8 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, him. 102
® Ibid, him. 102



b. Pada saat kondisi pasar saham mengalami kenaikan atau bergairah maka
investor cenderung akan memindahkan dananya yang tersimpan di deposito
(time deposit) ke saham. Dengan alasan berinvestasi di saham adalah
memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi.

c. Invertor adalah mereka yang memiliki karakteristik “penghindar resiko”, dan

menyukai keuntungan yang suitainable (berkelanjutan).

suatu Negara, yaitu :

a. Kondisi eko
b. Stabilitas ekc

c. Stabilitas sosi@

Apabila ketiga penangan yan serius
terutana dari lembag Jerwendl g-KATSUSNY2 etral Indonesia maka
diperkirakan secara janQ an g akal e e fda stabilitas suku bunga.
Kondisi stabilitas suku bunga yang™8 2K stabil yaitu berubah dari yang di
harapkan oleh banyak pihak khususnya para pelaku ekonomi seperti pebisnis (baik

kelas atas, menengah, dan bawah) akan berujung kepada penurunan pendapatan yang

akan di peroleh.*!

19 Irham Fahmi, Op.Cit. him. 58.
' Irham Fahmi, Op.Cit. him. 215



Dalam kondisi tidak stabil dan bank kekurangan dana, sementara tingkat
persaingan dalam merebutkan dana simpanan cukup ketat, maka bank harus bersaing
keras dengan bank lainnya. Dalam arti jika untuk bunga simpanan setiap bank
memiliki cara untuk mendapatkan nasabah dengan menaikan bunga simpanan di atas
bunga pesaing.

Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilakukan

yang efektif, yang dage £ i A erja : (fltan bank. Sedangkan
perlindungan hukum $gca 1dungal ~.: i pembentukan suatu
lembaga yang menjafiin: si . a apdbila bank mengalami
kegagalan, lembaga te}g yang akan me i ana ayarakat yang disimpan
pada bank yang gagal .

Keuangan yang ara melalui Undang-
Undang Nomor 8 Tah s
ini melalui Otoritas Jasa IZeuangan ya disebut OJK) yang menerbitkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07 Tahun 2013 tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagai salah satu fungsi dari OJK
yang diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otoritas Jasa Keuangan. Dimana salah satu kewenangan dari OJK adalah melakukan

tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat dengan :

12 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006,him. 123



1. Memberikan infomasi dan edukasi kepada masyarakat atau karakteristik sektor
jasa keuangan, layanan dan produknya;

2. Meminta jasa keuangan untuk menghentikan kegiatan apabila kegiatan tersebut
berpotensi merugikan masyarakat;

3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

di sektor jasa keuangan.

1 Menyiapakan péial v C [ anl pengaduan konsumen

2 Membuat mekanism ‘ ) gikan oleh pelaku di

Lembaga Jasa K .
3 Mefasilitasi pe gikan oleh pelaku di
lembaga jasa K dangan di sektor jasa
keunagan.
Dalam perekonomian Indonesic adanya kenaikan tingkat suku bunga
pada bank bank umum (konvensional) akan mempengaruhi peran intermediasi dunia
perbankan. Dalam operasional perbankan konvensional sangat tergantung pada
tingkat suku bunga yang berlaku, karena keuntungan bank konvensional berasal dari
selisih antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan. Berdasarkan Surat Edaran

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan Untuk Simpanan

Di Bank Pengkreditan Rakyat, bunga standar dari Lembaga Penjamin Simpanan

10



(LPS) ialah 8.25%, namun dalam prakteknya di lapangan yang terjadi di masyarakat
bank pengkreditan rakyat (BPR) sebagai bank yang menghimpun dana masyarakat
menggunakan tingkat suku bunga yang lebih tinggi yaitu sebesar 9%.

Dilihat dari hal tersebut mengenai penabung atau deposan yang bersifat motif
keuntungan dapat dilihat ketika tingkat suku bunga lebih tinggi maka nasabah
memilih untuk menyimpan dananya di bank dalam bentuk deposito yaitu untuk

mendepositokan dananya dari pada-me g=tabungan biasa, dengan alasan bahwa

keuntungan yang didapg ang risiko yang dihadapi

cukup besar. Berdasa banyak bank terutama
bank perkreditan ra menghimpun dana
masyarakat menggu inggi untuk menarik
nasabah untuk mende kan suku bunga lebih
dari yang ditentukan gan (OJK).
Berdasarkan hal lis ingin mengangkat
judul penelitan tesis ~Berlindilhdo dm Terhadap Nasabah
Deposito Dengan Bunga D?Atas an Otoritas Jasa Keuangan (Studi
Pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten

Limapuluh Kota)

B. Rumusan Masalah

11



Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis

merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima
Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota dalam memberikan suku bunga
di atas yang diizinkan oleh Otoritas jasa keuangan ?

2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran dalam pemberian deposito pada PT. BPR

BPR Dharma Pe
Kota?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan pembahdsan dalam penelitia alah seba Jailfferikut :
1. Untuk mengetah

Empatlima Caba pta dalam memberikan

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran terhadap pemberian Deposito
Dengan Bunga Di Atas Yang Diizinkan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada PT.
BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh

Kota)

12



3. Untuk mengetahaui Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Deposito Dengan
Bunga Di Atas Yang Diizinkan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada PT. BPR

Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini an dan sumbangan

pemikiran dala mu pengetahuan, atau
bahan rujukan Terhadap Nasabah

Deposito Dengaft | [ ¢ [ oritas Jasa Keuangan

Penelitan ini juga™e Ran: dapaf nie gh dan informasi tentang

BANGE-

Perlindungan Hukum Terhadag Deposito Dengan Bunga Di Atas

Yang Diizinkan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada PT. BPR Dharma Pejuang

Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota).
E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan hasil penelitian lain yang

membahas juga mengenai obyek kajian yang diteliti oleh penulis. Penelitian

13



mengenai ”Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Deposito Dengan Bunga Di Atas
Yang Di lzinkan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada PT. BPR Dharma Pejuang
Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota”, tema yang hampir
sama namun dengan penelitian dan pembahasan yang berbeda, seperti judul tesis

sebagai berikut :

1. Tesis yang disusun oleh Adewirto Roja Paing, dengan judul ”Perlindungan

Penjamin Simg

Andalas Padang

a) Bagaimana dalam likuidasi Bank

Perkreditan asinya ?

b) Bagaimana pah Bank Perkreditan

Rakyat yan§ ' n simpan ?

2. Tesis yang disust‘ﬁ' v gapwdul Perlindungan Hukum
Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Oleh Lembaga Penjamin Simpanan”
Program Magister llmu Hukum Universitas Jember, 2008 dengan
Permasalahan:

a) Apa yang menjadi latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor. 24

tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan ?

14



b) Apakah dengan adanya lembaga penjamin simpanan telah dapat
memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada
lembaga perbankan ?

c) Bagaimanakah akibat hukum dari pembatasan nilai penjamin berdasarkan
undang-undang nomor 24 tahun 2004 ?

3. Tesis yang disusun oleh Indah Wahyuningsih, dengan judul “Perlindungan

Hukum Terhadap Desopan.dalasr ek-perjanjian deposito berjangka pada

a) Bagaimanak®@ lyimpanan data secara

A cabang cirebon ?

a. Teori Perlindungan Hukum
Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari
munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau
aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh plato, Aristoteles (murid plato),
dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan

bahwa hukum itu bersumber dari tuhan yang bersipat universal dan abadi, serta

15



antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan, para penganut aliran ini
memandang bahwa hukum dan moral adalah cermin dan aturan secara internal
dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan
moral "3
Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmon bahwa hukum
bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan
dalam masyarakat karena_dalam=stratu~talu_lintas kepentingan, perlindungan
[VERSITAS ANDA 2

terhadap kepentifjganticlicntutanyatapat-eilakdkan déngan cara membatasi

berbagai kepentifigan di lain pi <epef Mjadalah mengurusi hak

menentukan kegenti ) tur dan dilindungi.
Perlindungan h | i ugan hukum lahir dari
suatu ketentua yang diberikan oleh
masyarakat yang masyarakat tersebut
untuk mengatur hGg N _Brilaktis-aftard gotenanggota masyarakat dan
antara perseorangan dengan peme ang dianggap mewakili kepentingan
masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang di rugikan orang lain dan
perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua

hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk

13 Satjipto Raharjo, llmu Hukum,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, him. 53

16



mewujudkan perlindungan yang sipatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel,
melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang
lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh
keadilan sosial.**

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi

rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersipat preventif dan represif.

Perlindugnan hukum yang..jorev juan untuk mencegah terjadinya

VERSTAS ANDAL

gisikap hati-hati dalam
dungan yang represif

bertujuan untuk KBta, tafinasuk penanganannya

persepsi. Sebe dalam makna yang

sebenarnya dala gurai sedikit mengenai

terhadap hukum agar tidak di tafsirkan berbeda dan tidak dicederai oleh aparat
penegak hukum dan juga bias berarti perlindungan yang di berikan oleh hukum

terhadap sesuatu. *°

“Ibid. him. 55

%5 phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina limu, Surabaya,
1987, him. 29.

16 Sudikno Mertokusomo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, him 38.

17



Alasan digunakannya teori perlindungan hukum oleh penulis karena
perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu Negara dan
hukum digunakan untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, akan
terjadi hubungan antara Negara dengan warga negaranya yang akan melahirkan
hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negara,
di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi Negara.

b. Teori Kepastian Hukum

Asas Kepastiany Mukenr—suts ila”kepgstian sudah menjadi
bagian dari untuk norma hukum
tertulis. Hukum i@ i diri serta maknanya,
karena tidak lag§d : Derilaku setiap orang.
Kepastian hu - nggturan hukum dalam
perundang-unda berwenangan dan
berwibawa, sehj yuridis yang dapat
menjamin adany an_Dafiwashuicthill bERiENgS] (sebagai suatu peraturan
yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya the Morality of Law mengajukan 8 (delapan)
asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka
hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus
terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Suatu system hukum vyang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak

berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu;

18



2. Peraturan tersebut diumumkan kepada Publik

3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem

4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum

5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan

6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang biasa

dilakukan

Pendapat a harus ada kepastian

antara peratura dah memasuki ranah
aksi, prilaku da aimana hukum positif
dijalankan.'’

Teori Kep rarti dapat ditentukan

teori kepastian hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa wujud
kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang
berlaku umum diseluruh Negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut

berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan

Y Lon Fuller dalam tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-

ahli/diunduh pukul 10.00 WIB tanggal 1 Desember 2017
18 satjipto Raharjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, him.121
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setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya
berlaku di daerahnya saja.*®

Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian
hukum dan kemanfatan. ldealnya, hukum memang harus mengakomodasi
ketiganya.’ Selanjutnya dari teori diatas dapat diketahui bahwa kepastian

hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan bahwa

kepastian hukum, keadila RS"AS harus sejalan agar tercapai hukum
yang ideal. .- X

Alasan di penulis karena harus
ada kepastian dijte ' 1ksanaan! ldngan demikian sudah
memasuki ranalbgksi, pri némpengaruhi bagaimana
hukum positif dijg

c. Teori PengawasiH

Menurut 1Y) ipengawasan  sebagai

sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

9 van Apeldoorn dalam Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media
Grup, Jakarta, 2010, him. 60.

% Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok Pokok Filsafat hukum, apa dan Bagaimana Filsafat
Hukum Di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, him. 155.
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Menrurut T. Hani Handoko, pengawasan adalah proses untuk menjamin
bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai dimana hubungan yang
sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Sementara menurut Siagian, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan
pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan
organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang

dilakukan berjalan sesuai dengan-rencana-yang telah ditentukan sebelumnya.

Alasan diguinakahlya-te TTAWasan-GIER pe is karena pengawasan

di perlukan unt rjalan sesuai dengan
standar yang telg dengan pengawasan
dapat diketahui}}"s i i ; enyalahgunaan serta
penyelewengan -

d. Teori Kesepaka
Kata eroleh melalui suatu

proses penawarg\ afierte) daiizpenetifigs getatie). Istilah penawaran
(offerte) merupakan suatu pernyat@&@n*kehendak yang mengandung usul untuk
mengadakan perjanjian, yang tentunya dalam penawaran tersebut telah
terkandung unsur esensialia dari perjanjian yang akan dibuat. Penerimaan
(acceptatie) sendiri merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat untuk
menerima penawaran tersebut. Kata sepakat dapat diberikan secara tegas

maupun diam-diam. Secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, lisan

maupun dengan suatu tanda tertentu. Cara tertulis dapat dilakukan dengan
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akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan. Mengenai kapan saat
terjadinya kata sepakat, terdapat 4 (empat) teori yang menyoroti hal tersebut,
yaitu:**
1. Teori Ucapan ( Uitings Theorie)
Teori ini berpijak kepada salah satu prinsip hukum bahwa suatu

kehendak baru memiliki arti apabila kehendak tersebut telah

surat jawaban yang
emahan teori ini yaitu
) memberikan tawaran

ma tawaran tersebut

pihak yang menerima

atas penawaran yang

diajukan ter-hadap Dikirimkannya surat maka berarti
si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat, selain itu saat
pengiriman dapat ditentukan dengan tepat. Kelemahan teori ini yaitu
kadang terjadi perjanjian yang telah lahir di luar pengetahuan orang

yang melakukan penawaran tersebut, selain itu akan muncul persoalan

jika si penerima menunda-nunda untuk mengirimkan jawaban.

2! https://www.academia.edu/24560772/Teori_Kesepakatan diakses 1 Juni 20018 Pukul 09.00
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3. Teori Penerimaan (Ontvangs Theorie)
Menurut teori ini, terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima
langsung surat jawaban dari pihak yang menerima tawaran.

4. Teori Pengetahuan (Vernemings Theorie)
Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang
melakukan penawaran mengetahui bahwa penawarannya telah

diketahui oleh piha a_penawaran tersebut. Kelemahan

Pat lahirnya perjanjian
penawaran dan sukar
awaran mengetahui isi
g dimaksud dengan
an, dapat dilihat pasal
ini, perjanjian adalah
lebih mengikatkan
dirinya t : atll-okane Iail 2 ebab Kesepakatan atau
kata sepakat merupaka Kkan atau merupakan unsur dari suatu
perjanjian (Overeenkomst) yang bertujuan untuk menciptakan suatu
keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian
mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak. Kata
sepakat sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana

pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu

kehendak.
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Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah
suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata
sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut Riduan Syahrani
bahwa Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa
para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan
kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan

para pihak dengan tiada—paksaan-kekeliruan dan penipuan.

yaitu pada dasarnya
akdtan, dimana perjanjian

,yaitu tertuang dalam

anjian, sesuai dengan

jatakan bahwa: Tiada

perjanjian tidak meme yarat-syarat subyektif, maka perjanjian
tersebut dapat dibatalkan sedangkan jika suatu perjanjian yang dibuat
oleh kedua pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu
adalah batal demi hukum.

e. Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan

dengan istilah belanda “bevoegdheid” (yang berarti wewengan atau kekuasan).
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Wewenanga merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata
Pemerintahan (Hukum Administrasi), Karena pemerintah baru dapat
menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Pengertian
kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan
wewenang, yaitu hak dan kekuasan untuk melakukan sesuatu.

Istilah teori kewenangan berasal dari bahasa Inggris, yaitu authority of

kewenangan befid$a i K3 i dar ewenangan. Sebelum
dijelaskan penggiitia i b I didajikan konsep teoritis
tentang kewenafgan. ari Ridwan HB, menyajikan
pengertian tentafig-kew 2 . Kewe ] lal eluruhan aturan-aturan

ang pemerintah oleh

merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan,
tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur),

tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan

22 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian dan Disertasi, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, HIm. 183.
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wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan.

2. Kerangka Konseptual

Dalam hal ini penulis akan mencoba mendefenisikan istilah-istilah yang

Deposito Dengdlf Bunga-B2i ' @n Qloritas Jasa Keuangan
(Studi Pada P at Pejuan imaj}jCabang Tanjung Pati

Kabupaten Limg

adalah memberikan
di rugikan orang lain
dan perlinduf =K agar dapat menikmati
mewujudkan perlindungan a tidak sekedar adaptif dan fleksibel,
melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka
yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk
memperoleh keadilan sosial.®

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang

melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan

2 Sacipto Raharjo, Loc Cit, him. 55
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yang berlaku dan dipaksakan pelaksanannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Perlindungan Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk
mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam
peraturan perundang-perundangan dengan maksud untuk mencegah suatu

bu atau batasan-batasan dalam

2) Perlindund@ b
Perlindung@ N re| rupaka dungan akhir berupa
sanksi sepefti 1 pahan yang diberikan
an suatu pelanggaran.
upakan hal yang patut

dapat terlindungi.

Upaya penegakan huku erlepas data cita hukum yang dianut
dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan
hukum positif, lembaga hukum, dan proses (prilaku birokrasi pemerintah

dan warga Negara).?*

b. Nasabah

24 Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Hukum, Mandar Madju, Bandung, 1999, him. 180.
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. Deposito

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan pasal 1 angka (16), nasabah adalah pihak yang menggunakan
jasa bank. Pengertian nasabah baru dapat direalisasikan dalam Undang-
undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.
7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari
dua pengertian yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur.

atakan bahwa [JNasabah adalah

orang atadlj{badan Zyaag MEMPUNYai=rte & 10" Sifllpanan atau pinjaman
pada bank{i . i K . n” menyatakan bahwa
Nasabah aglala , pelflisahaan yang mempunyai rekening
koran atauffleposito afs : afiada sebuah bank.?

wa “Nasabah adalah
mempunyai rekening

simpanan e impanan dan pinjaman

Pengertian Deposito menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun

1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada

#Saladin Djaslim, Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank, CV Rajawali. Jakarta, 1994,

him. 67.

Kk omaruddin, Kamus Perbankan, CV. Rajawali, Jakarta, 2004, him. 142.
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waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan
bank.

Dalam peraktiknya deposito yang ditawarkan terdiri dari beragam jenis,
baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.masing-masing jenis
deposito memiliki keunggulan tersendiri, sehingga deposan dapat memilih
sesuai dengan selera mereka. Saat ini jenis-jenis deposito yang ditawarkan
bagai berikut :*’

-,_|
tu depositb biasanya bervariasi

oleh bank dan ada di masyarakat-ada

diterbitkan menurut

24 bulan. Deposito
Jan maupun lembaga.

ama seseorang atau

dalam bentuk sertipika Nya didalam sertipikat deposito tidak
tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Disamping itu,
sertipikat deposito dapat diperjualbelikan pada pihak lain.

3) Deposit on call merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7

hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Dterbitkan atas nama dan

biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah(tergantung

2 Kasmir, Op. Cit, him. 103-108
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bank yang bersangkutan). pencairan bunga dilakukan pada saat
pencairan deposit on call dan sebelum deposit on call dicairkan
terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan
bank penerbit.
d. Bank Perkreditan Rakyat
Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 3 erbahan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1998 tentarig-Rer e 1BAgi ats dua jenis yaitu Bank
editan Rakyat adalah
hanya dalam bentuk

deposito bggar IRAya yang dipersamakan

sehingga untuk menghinda aSyarakat dari tangan rentenir, ijon dan
supaya lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan. Dari
pengertian Bank Perkreditan Rakyat diatas dapat disimpulkan bahwa
usaha-usaha bank perkreditan rakyat meliputi usaha untuk menghimpun

dana dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan,

antara lain :
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1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu.

2. Memberikan kredit

3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

bentuk  sertipikat  bank

ifo, dan atau tabungan

aksimal, maka pihak
kan besar kecilnya
apabila salah dalam
akan dapat merugikan
penentuan suku bunga, bark' punga simpanan maupun pinjaman.
Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan

suku bunga secara garis besar sebagai berikut :*®
1. Kebutuhan dana

Faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk simpanan, yaitu seberapa

besar kebutuhan dana yang diinginkan. Apabila bank kekurangan dana,

%8 Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011, him. 41
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sementara permohonan pinjaman meningkat. Yang dilakukan oleh
bank agar dana tersebut cepat terpenuhi adalah dengan meningkatnya
suku bunga simpinan.

. Target laba yang diinginkan

Faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Hal ini disebabkan
target laba merupakan salah satu komponen dalam menentukan besar

kecilnya suku bunga-

Nfa pinjaman. Semakin

ibéfkan, semakin rendah

bunga pinjaman bank
tidak bg san: kap oleh pemerintah.

Baik untuk bunga si naupun bunga pinjaman faktor jangka
waktu sangat menentukan. Semakin panjang jangka waktu pinjaman,
akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebakan besarnya
kemungkinan resiko macet dimasa mendatang. Demikian pula
sebaliknya jika pinjaman berjangka waktu pendek, bunganya relatif

lebih rendah. Untuk bunga simpanan, berlaku sebaliknya semakin
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panjang jangka waktu, bunga simpanan semakin rendah dan
sebaliknya.

. Reputasi perusahaan

Reputasi perusahaan juga sangat menetukan suku bunga terutama
untuk bunga pinjaman. Bonafiditas suatu perusahaan yan akan
memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan

dibebankan nantinyar—karena—biasanya perusahaan yang bonafit

ang relative kecil dan

bonafid faktor resiko

Penggolongan ini didaSarkaKepada keaktifan serta loyalitas nasabah
yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya
mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam
penentuan suku Bunganya pun berbeda dengan pihak nasabah biasa.

. Persaingan

Dalam kondisi tidak stabil dan bank kekurangan dana, sementara

tingakat persaingan dalam merebutkan dana simpanan cukup Ketat,
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maka bank harus bersaing keras dengan bank lainnya. Dalam arti jika
untuk bunga simpanan rata-rata pesaing 15%, jika hendak
membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di
atas bunga pesaing misalanya 16%.
f. Otoritas Jasa Keuangan
Pada era sebelum ojk dibentuk, pengawasan lembaga jasa keuangan

di industri pasar moda eyangan non-bank dilakukan oleh

s mm .

embaga dimaksud ke
OJK dilakkan a i pasar modal dan industri

keuangan an pada tanggal 31

desember kan pada tanggal 31

berdasarkan Undang-
memiliki tugas untuk melakéRan”pembinan, pengaturan dan pengawasan
lembaga keuangan Mikro.

Otoritas jasa keuangan (OJK) merupakan lembaga Independen dan
bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan
disektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang RI

No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. OJK hadir untuk mewujudkan
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perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan
stabil. Kegiatan didalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara
teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem
keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu
,melindungi kepentingan konsumen dan masyrakat diperlukan OJK yang
memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan

terhadap kegiatan _didata Ok-jasa keuangan secara terpadu,

NERSITAS ANDA

independe
G. Metode Penelitian

Metode adalah gii@ses, pri g ahkan suatu masalah.
Sedangkan penelitian n dan tuntas terhadap
suatu gejala untuk m tode penelitian dapat
diartikan sebagai pro emecahkan masalah

dalam melakukan pene
1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan untuk
mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan diteliti.*!

Penelitan ini mengunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis

% Andri Soemitra, Bank dan lembaga Keuangan Syariah, Kencana, 2009, him. 37-38

%0 Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 1986, him. 6

3! peter Mahmud Marzuki, Penelitan Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010,
him. 93.
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digunakan untuk menganalis berbagai peraturan tentang pelindungan hukum
terhadap nasabah deposito pada bank perkreditan rakyat dengan bunga di atas
yang di izinkan otoritas jasa keuangan, sedangkan pendekatan empiris digunakan
untuk menganalisa hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam kehidupan
masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.
Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat kenyataan hukum

akan.pendekatan yang digunakan untuk

'_ .S .

lam masyarakat dan
berfungsi sebagai engklarifikasi temuan
bahan non hukum in hukum.* Berbagai
temuan dari lapangg yang Akan dijadikan

bahan utama dala liti dengan berpegang

. Sifat Penelitian : _

<y ’ 7 . Y

Penelitan ini bersipat —dest yang —mengungkapkan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek
penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaan di dalam masyarakat yang

berkenaan objek penelitian. Dikatakan deskriptif maksudnya dari penelitian ini

diharapkan diperolen gambaran secara menyeluruh dan sistematik mengenai

%27ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 105
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aspek-aspek hukum dalam perlindungan hukum terhadap nasabah deposito pada

bank perkreditan rakyat dengan bunga yang di izinkan otoritas jasa keuangan.

3. Sumber Data
Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian
langsung ke PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati
Kabupaten Limapuluh Kota.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer ra langsung melalui
wawancara ya l/ancara semi struktur
dengan respo mperoleh data primer
dengan melakiliKan pengumplilan imer yan akukan dengan teknik

wawancara ya gihg Empatlima Cabang

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan
untuk memperoleh bahan-bahan hukum antara lain mencakup dokumen-
dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan
sebagainya.®® Data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap

bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku atau bahan lainnya yang

% Amirudin dan Zainal Askin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2003, him. 132
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berhubungan dengan tesis yang ditulis sehingga diperoleh data sekunder.
Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang
berhubungan:
1) Bahan hukum primer
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.** Bahan
penelitian yang berasal dari perundang-undangan dan asas hukum.

Bahan-bahan hukum_primme penelitian ini terdiri dari ;

sia Tahun 1945

ang Perubahan Atas
gl perbankan

iii. entang perlindungan

ntang Otoritas Jasa

a (Nomor 66 tahun 2008
tentang Besaran Nila anan Yang Dijamin Lembaga Penjamin
Simpanan

vi. Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang

perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

# Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Rajawali Press, Jakarta, 2013, him. 13

38



vii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang
alternatif Penyelesaian Sengketa Disektor Jasa Keuangan

viii. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEQJK.07/2014
tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada
Pelaku Jasa Keuangan.

ix. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOQJK/07/2017
tentang perjanjianbaks

NIVE

2) Bahan Hukum*Seklinders

dengan apa yang di teliti oleh penulis, serta mempelajari buku-buku dan
sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahn yang
penulis teliti. Dalam studi dokumen ini meliputi bahan hukum primer dan

sekunder.

% Amirudin dan Zainal Asikin, Op. Cit., him. 15
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b Wawancara, yaitu dilakukan dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan
judul penulis yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Deposito
Dengan Bunga Di Atas Yang Di Izinkan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada
PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten
Limapuluh Kota)”.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

permasalahan da ifl. Dalam penelitian ini

pendekatan yang dithadap data primer dan
data sekunder. Dal leh akan diolah secara
mendalam. Kese an dikemukakan guna
menjawab pokok 3 erlin _ 3 adap nasabah deposito

pada Bank Perkr di izikan otoritas Jasa

hukum dan undang-undang akan dibaWa*atau di perbandingkan dengan data yang
bersipat khusus. Akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari

permasalahan.
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